SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

. bahwa Penegakkan Disiplin jam kerja diperlukan bagi

Pemerintah Daerah agar Aparatur Sipil Negara dapat
menjalanan tugasnya sebagai abdi masyarakat yang
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata,
berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional
dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas
pemerintah dan membangun, serta bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. bahwa guna mendukung profesionalitas dan kinerja ASN,

dalam rangka mewujudkan terlaksananya tugas dan
prestasi kerja pegawai, dipandang perlu adanya
pengaturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2014

tentang Pedoman Penegakan Disiplin Jam Kerja Aparatur
Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Nunukan tentang Ketentuan Jam Kerja
bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 47 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG KETENTUAN

JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Bupati adalah Bupati Nunukan.

Jam Kerja adalah jam efektif yang dimanfaatkan untuk melaksanakan
tugas yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Non ASN adalah orang selain PNS dan PPPK, dalam rangka untuk
mendukung kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah sikap dan perilaku Aparatur Sipil
Negara yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban
dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah atau OPD adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA
Pasal 2

Ketentuan jam kerja ASN dan Non ASN meliputi disiplin dalam pelaksanaan
tugas dengan ketentuan :

a.

b.

mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat
waktu;

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta
tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan; dan

selama jam kerja ASN dan Non ASN diwajibkan memakai pakaian
dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 3

Hari Kerja bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5
(lima) hari kerja yaitu mulai dari Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.

Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh)
menit, dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WITA;
b. Hari Jum’at : Pukul 07.30 - 11.30 WITA.

Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
kedinasan.

Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa
jam istirahat.

Pasal 4

Pelaksanaan S (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1), dapat dikecualikan pada :

a. unit kerja/perangkat daerah yang Dberfungsi memberikan
pelayanan yang sifatnya mendesak (urgent) dan atau yang
mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah
Sakit/Puskesmas, perangkat daerah yang memberikan pelayanan
air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban,
Perhubungan, penangulangan bencana, dan perpustakaan dan
arsip .

b. lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah
Daerah.

Hari dan jam kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala perangkat daerah yang
bersangkutan dengan sistem penjadwalan dan jam kerja tidak kurang
dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu)
pekan dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

Hari dan jam kerja/belajar lembaga pendidikan yang dikelola oleh
Pemerintah /Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap mengacu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur tentang hari dan jam kerja/belajar.

perangkat daerah yang melaksanakan tugas pelayanan secara terus
menerus selama 24 jam termasuk pada hari libur diatur secara bergilir
(shift).

Jam kerja pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri pada setiap
bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang
berlaku.



BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengawasan ketentuan jam kerja ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didelegasikan kepada Pejabat Tinggi Pratama (setingkat eselon II)
atau Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Nunukan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan hari dan jam kerja dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 20
Salinarn-Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kep'edg Bagian Hukum
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